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A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan
aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Yang paling utama dalam = kebijakan tersebut adalah
dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud
implementasi dari tuntunan aspirasi reformasi, agar aparatur negara
mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya
kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebagai penjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan Pemerintah
dimaksud, antara lain menjelaskan bahwa yang dimaksud peran serta
masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan
sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian 2 (dua) hal panting yang perlu diperhatikan adalah :
1. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara




B

dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku; dan

2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat

lebih terbuka dalam melaksanakan Kontrol sosial secara optimal terhadap

Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Melalui kedua kebijakan di atas diharapkan dapat

menumbuhkembangkan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Penyelenggara Negara semakin berhati-hati dalam melakukan tugas,
fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing sehingga
berdampak pada percepatan penurunan prosentase tindak
penyimpangan yang dewasa ini masih banyak terjadi di kalangan
aparatur negara terutama aparatur pemerintah baik di pusat maupun
di daerah; dan

2. Melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti
pengawasan masyarakat utamanya melalui intensifikasi penanganan
pengaduan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara terutama
aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui siklus
penanganan yang dikemas secara komprehensif, terkoordinasi,
terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak, kewajiban dan
wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku. Secara bertahap keberhasilan
menangani pengaduan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat
perwujudan penyelenggaraan pemetintahan yang baik (Good
Governance) terutama dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan
pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari analisis data yang ada dalam penanganan pengaduan masyarakat

dan pencermatan terhadap hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat, sebagai acuan pelaksanaan

penanganan pengaduan masyarakat, agar pada tahapan penatausahaan,

penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat dapat terselenggara
dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.













































